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Menimbang : a.bahwa dalam rangka 1mp1ementeys; h Progré.ﬁ;n &F’noﬁtas Nasm,naf }
Penyederhanaan  Birokrasi;: di#) dafngf I
perubahan terhadap- Kf:du&ukan, $ junéd o1g; isesi, tugas dan
fungsi serta _tata ff{efga{ da.ﬁ Kepé Wai,éﬁ/d/an Pengembangan
Sumber Pay # uéia}K; pldt?n Jéﬁfb&r
b. ‘bahiwa '\Be{atrdra@ \Bupati | Nomor 23 Tahun 2021 tentang
ke:drud an, ‘33 b‘:}j nisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
/ Ker adan. Ke@gawalan dan Pengembangan Sumber Daya
T fMam 1# uKaFUpaten Jember sudah tidak sesuai dengan
/ mrkembﬁngan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu
dxsesua.lkan
_—¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Jember;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
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sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402),

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManaJemeri/

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia “Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rgpubl/ k Indonesia
Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahutr,%Oﬁ niah Pembinaan

Nbg a Repubhk

, bM\mﬂb aran Negara

dan Pengawasan Pemerintah D adn (

Indonesia Tahun 2017 N
Republik IndonesmNor;nor%j

/1||

Pelaksaa:l
ent @l erat1.1 a

-12 Tahun 2011 tentang
rundang-undangan (Lembaran

. Peraturan Presﬁpﬁ'n bfli:j ,ﬁ? ’f‘ﬂ IF 2@14 tentang Peraturan

t@l in ah den: Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
| (Le Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

: Nng‘ eppﬁhﬂ{ gq esfa‘fahun 2014 Nomor 199), sebagaimana

,;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

11.

12,

“Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

t o OB

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jember.

Kepala Badan adalah Kepala Badan @ Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember.
Sekretaris adalah  Sekretaris Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Daya Manus1a Kabupaten Jember.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya ManuSLa Kabupaten Jember.

Kepala Sub- Baglan adalah Kepala Sub Bagian pada Badan
Kepegaw‘ralan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jember.

Jabatan  Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah UPTD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Jember.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.



(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

(4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)
a.

b.

(1)

menyelenggarakan fungsi :

perumusan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

. pelaksanaan administrasi daerah di bidang Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.,

Bagian Kedua - \ a
Susunan O;ga:,xts%i i
I [ [,

Susunan Orgam?asz\ Badaﬁ'l Leiﬁdn‘i at
a. Kepala Badan; ' | || B \
rb ’Sekretanat ;tb{dlrl atas’ e
il ‘ Sub Bfaglan Ui’nufm dan Kepegawaian;
_ L2 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
J.f ﬁ W 3./ Kelompok Jabatan Fungsional.
m Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri atas
g / Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;
e. Bidang Pengembangan kompetensi Aparatur, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional,
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



(1)

(2)

BAB III
URAIJAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan

pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan Keuangan di lingkungan Badan;

pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan—
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan gelaﬁé}an
dan Keuangan di lingkungan Badan T
pemantauan evaluasi, pelaporan tugas'; ’Fdah1 dukungan
administrasi umum, kepegawalaﬁ, quﬁ/ ént:é;ha pelaporan
dan Keuangan di Llngku oy azn,/f\ ‘ \\\ ‘;& | T
pengkoordinasian _ iae{ 191:3 érafhg fmhk{ daerahi’ “dan
barang ml};k/nqgarai g/pn j d ﬁa,nﬁgﬁun/gﬁwab Badan;
dan e /*}i \ \LJ/
) ﬁj@’hqﬁ?T %alpibr%: pTH gu gjawaban atas pelaksanaan

t .| no -

Nl iLﬂl\._.!“

] | 'L =" Paragraf 1

':J/Su Bagian Umum dan Kepegawaian
e Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a.

b.

menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas
pengelolaan kearsipan Badan;

menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan Badan serta pelayanan Kkerumahtanggaan
lainnya;

menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan di lingkungan Badan;

menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;

dan

1/



(1)

(2)
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h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah;

i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian

lainnya;
J. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;

b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dan data
informasi OPD;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan Kkinerja, laporé?n penyeléhggaraan pemerintahan dan
laporan  pertanggungjawaban OPD;‘ sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e, mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan
ﬁ)erjanj ian kinerja lingkup Badan;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanhaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanan
tugas.

Bagian Kedua
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi
Pasal 7

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf ¢, melaksanakan tugas

menyusun, merencanakan, pengadaan, pemberhentian dan

informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi,

mempunyai fungsi meliputi :

a. pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan,
pemberhentian dan informasi;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan
jumlah jabatan untuk pengadaan;

c. pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;

d. pelaksanaan pengkoordinasian admnistrasi pemberhentian;



(1)

(2)

€. pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi
pemberhentian;

f. pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan
pemberhentian dan pengolahan informasi; dan

i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

5 0

Bagian Ketiga
Bidang Mutasi dan Promosi
Pasal 8

Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan,
merumuskan, mengkoordinasikan bidang mutasi dan promos1 T
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. P
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksgd/pada ayat
(1), Bidang Mutasi dan Promosi, mempunyai j gsi
a. pelaksanaan perumusan kebljakanmpta 1@r

b. pelaksanaan penyelenggaraan- qs s
c. pelaksanaan pengkoo;qfna fpélqkrfg@?ﬁn tnutagu,ﬁﬁ

h)romom

i @‘ aporan mutasi dan

promosi; e [ | E‘i L
d. pelaksap/gittfﬁréﬂ_gk si dok ﬁl SLéial’l promosi;
o ficut g

(1)

(2)

lapo pertanggungjawaban atas

Bagian Keempat

i Bidang Pengembangan Kompetensi aparatur

Pasal ©

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas

melaksanakan dan merumuskan penyelenggaraan
pengembangan kompetensi aparatur serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai

fungsi meliputi :

a. pelaksanaan  perumusan kebijakan pengembangan
kompetensi;

b. pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

c. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama seleksi
jabatan;

d. pelaksanaan perencanaan kebutuhan diklat penjejangan
dan sertifikasi;

e. pelaksanaan fasilitasi diklat teknis fungsional;

f. pelaksanaan pengevaluasian dan pelaporan pengembangan
kompetensi; dan

) \qarn promosi;

T
/
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g- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Kelima
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan
Pasal 10

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f,
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan upaya
peningkatan penilaian kinerja aparatur serta dan Penghargaan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan,
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan penilaian kinerja dan, —

penghargaan; —
. pelaksanaan perencanaan Kkegiatan pemlau > Jsanexja dan
penghargaan; ~ [

. pelaksanaan pengkoordinir keglatan/pemlg@ lkﬁner_]a

O.-

. pelaksanaan evaluasi hasil 1 penjlaian inerja;’, . ; T

.|

c
d
e. pelaksanaan venﬁkas;uﬁflﬁn emberian jnghargatgn,’""
f. pelaksanaan ko /orﬂm?.@ usul ere berian penghargaan;
g pelaksanaar-evaluasi ﬁm{p}s f?njg” an kinerja dan
penghaggasn; dan | | |
,1;/ ‘ D:ﬂ : ﬂ e%ggdngawaban atas pelaksanaan
-1 T _ ! L=
g?’ T \ L:-/’/
=
U
T BAB IV
e UPTD

Pasal 11

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Daerah operasional
Badan.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas
dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

.-/
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 13

(1

(2

(3

(1)

(2)

(3)

)

)

)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada .-
ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup™~ bidang
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pra,ta:rpa
Subkoordinator sebagaimana dlma.ksufd / pada ayat (2)

melaksanakan tugas membantu Pejabdt A rﬁﬁustrator dalam _ .-

penyusunan rencana, peta.}(bp.n,han i pe-ngendalm

pemantauan dan v p@blr n‘a ?eldpofrah/ ﬂgaga ‘nasing-

Qd_

masing uralan |
Subkoordifi a ail ah Ldlmé&sud pada ayat (2)
gm;ﬁﬂ@in 0 eh;pej ba{t'#eml kepegawaian atas usulan

g/e nomenklatur dan tugas sub koordinator
cp} gl “Bupati.

" pejabat yang berwenang.! -
pej }tyiﬁ b

3,'_‘:74?"" BAB VI

TATA KERJA
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.
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(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan wuntuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

BAB VII P
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN L
DALAM JABATAN //,/'/
Pasal 15 T
)
(1) Kepala Badan diangkat dan dlberhf,gtl a\n upati dari

Pegawai Negeri Sipil ya.ng/ p ilsyarat| |atas usgL
Sekretaris Daerah sesuai - ﬁl me éHr 1 empd/ ang-
,\I(( S\‘.l ﬁ dzangkat dan
%' d /egawal Negerl Sipil yang

__p_

kepéla Badan melalui Sekretaris
eraturan perundang- undangan.

/ ANl BAB VIII
L= ESELON JABATAN
Pasal 16

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan
Administrator.

{3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau
Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD merupakan Jabatan
Eselon [Va atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon I[Va
atau Jabatan Pengawas.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantlkan pejabat
berdasarkan Peraturan Bupati ini. n

e

BAB XI _
KETENTUAN PENUTUP
,/;;1? §al 19 ||
1 ‘

Pada saat Peraturan Bppatl ini rpulal ber]aku ‘maka Peraturan Bupati
Jember Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sustinan Kedudukan Tugas dan
Fungsi Serta Tata | ‘Kerja Ofgamsam Badan Kepegawaian dan
,Pengembanggn Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember (Berita
Daerdh Kabhpaten Jember Tahun 2021 Nomor 23), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

Dlundangkan di Jembeg pada tanggal >! wisel 2021
elata, 2l 2021
S DAERAH, BUPATI JEMBER,
ttd
bu;a Utama Madya HENDY S

513630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR \\©



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
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TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
JEMBER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBER

KEPALA BADAN

| Sekretariat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ‘ |
| i
P o Slﬁleéé}aIl A Sub Bagian KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
| Umum dan Fepegawaian Perencanaan dan
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[ ] T ]
, | [ y .
Bidang _—~~ Bidang| tln BN Bidang N g Bidang
Pengadaan, "1 Mutasi dan Promosi ) J Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja Aparatur dan
Pemberhentian, dan ) i Aparatur Penghargaan
Informasi L '
KELOMPOK JABATAE FUNGSIONAL KELOMPOK JABA/TAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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